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BAB VI 

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

Penilaian keberhasilan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilihat dari 

pencapaian dari target-target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Daerah dan Indikator Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta kebijakan nasional 

terkait pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk 6 (enam) urusan 

pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Target IKU Daerah, 

Indikator Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan SPM tahun 2022 secara lengkap 

dapat dilihat pada Tabel 6.1, Tabel 6.2 dan Tabel 6.3. 

 

Tabel 6.1 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah 
Kabupaten Kebumen Tahun 2022 

No IKU Daerah Satuan Target 2022 

1 Indeks Reformasi Birokrasi indeks 61,33 

2 Opini BPK atas Laporan 

Keuangan Pemerintah 
Daerah 

WTP/ WDP WTP 

3 Indeks Pembangunan 
Manusia 

indeks 70,57 

4 Pertumbuhan Ekonomi % 4,05-5,36 

5 Ketimpangan Pendapatan 
(ukuran Bank Dunia) 

% 20,50-21,00 

6 Tingkat Kemiskinan % 16,00-17,00 

7 Indeks Infrastruktur dan 

Lingkungan Hidup 

% 62,31 

8 Indeks Kesalehan Sosial indeks 74,00-75,00 
Sumber : Ranperda RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2021-2026 

 
Tabel 6.2 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan 
Kabupaten Kebumen Tahun 2022 

No Urusan Indikator Satuan Target 

     

1 Pendidikan Persentase Capaian SPM 

Pendidikan 

% 100,00 

2 Kesehatan Persentase Capaian SPM 
Kesehatan 

% 100,00 

  Angka Kematian Bayi per 1.000 
kelahiran 

hidup 

7,57 

  Angka Kematian Ibu per 100.000 
kelahiran 

hidup 

138,12 

  Cakupan Jaminan 

Kesehatan 

% 90,00 

3 Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang 

Indeks Infrastruktur 

Pekerjaan Umum 

% 54,62 

4 Perumahan dan 
Kawasan 

Permukiman 

Indeks Infrastruktur 
Perumahan dan Kawasan 

Permukiman 

%  23,59 

5 Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum 
serta Perlindungan 

Persentase Penegakan 

Perda 

% 100,00 
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No Urusan Indikator Satuan Target 

     

Masyarakat 

  Persentase Pembentukan 

Desa Tangguh Bencana 

% 100,00 

6 Sosial Persentase Capaian SPM 
Sosial 

% 100,00 

7 Tenaga Kerja Persentase Kenaikan 
Keterserapan Tenaga 

Kerja 

% 21,52 

8 Pemberdayaan 

Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Persentase Penanganan 

Kekerasan Terhadap 
Perempuan dan Anak 

% 100,00 

9 Pangan Persentase Kenaikan 

Ketersediaan Energi 
Pangan dan Protein 
Pangan 

% 2,00 

10 Pertanahan Persentase Penanganan 

Sengketa Lahan 

% 100,00 

11 Lingkungan Hidup Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup 

% 74,10 

12 Administrasi 
Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

Cakupan Penerbitan 
Dokumen Administrasi 

Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

% 98,06 

13 Pemberdayaan 
Masyarakat Desa 

Persentase desa dengan 
Indeks desa membangun 

kategori maju dan mandiri 

% 24,05 

14 Pengendalian 

Penduduk dan 
Keluarga Berencana 

Persentase Angka 

Pemakaian Kontrasepsi 

% 63,50 

15 Perhubungan Indeks Infrastruktur 
Perhubungan 

% 72,11 

16 Komunikasi dan 

Informatika 

Indeks SPBE  indeks 3,43 

17 Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah 

Persentase Koperasi yang 
Berkualitas 

% 33,33 

  Persentase Usaha Kecil 
Menengah yang 

Berkualitas 

% 10,20 

18 Penanaman Modal Persentase Peningkatan 
Investasi 

% 2,15 

19 Kepemudaan dan 
Olahraga 

Persentase Organisasi 
Pemuda yang Aktif  

% 3,07 

  Persentase Prestasi 

Olahraga 

% 50,00 

20 Statistik Persentase OPD yang 

Mengisi Website Satu Data 
Sesuai SOP 

% 100,00 

21 Persandian Persentase Desa yang 
Menerapkan Tanda 

Tangan Elektronik dalam 
Layanan Administrasi Desa 

% 38,98 

22 Kebudayaan Persentase Benda, Situs 
dan Kawasan Cagar 

Budaya yang Dilestarikan 

% 21,35 

23 Perpustakaan Indeks Pembangunan 
Literasi Masyarakat 

% 12,89 

24 Kearsipan Persentase Perangkat 
Daerah yang Mengelola 

% 92,31 
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No Urusan Indikator Satuan Target 

     

Arsip secara Baku 

25 Kelautan dan 

Perikanan 

Persentase Peningkatan 

Nilai Produksi Kelautan 
dan Perikanan 

% 3,00 

26 Pariwisata Kontribusi Pendapatan 
Pariwisata terhadap PAD 

% 1,90 

27 Pertanian Persentase Peningkatan 

Nilai Produksi Pertanian 

% 2,00 

28 Energi dan Sumber 

Daya Mineral 

Persentase Pengelolaan 

Energi Baru Terbarukan 

% 100,00 

29 Perdagangan Persentase Peningkatan 
PDRB ADHB Sektor 

Perdagangan 

% 5,42 

30 Perindustrian Persentase Peningkatan 

PDRB ADHB Sektor 
Perindustrian 

% 6,15 

31 Transmigrasi Persentase Transmigran 
yang Ditempatkan 

% 17,54 

32 Sekretariat Daerah Indeks Kepuasan 

Masyarakat 

indeks 83,00 

  Tingkat Kemiskinan % 16,00-17,00 

  Pertumbuhan Ekonomi % 4,05-5,36 

  Opini BPK atas Laporan 

Keuangan Pemerintah 
Daerah 

WTP/ WDP WTP 

33 Sekretariat DPRD Capaian Pemenuhan 
Fasilitasi Pelaksana Tugas 

dan Fungsi DPRD 

% 100,00 

34 Perencanaan Indeks Kualitas 
Perencanaan 

% 100,00 

35 Keuangan Persentase PAD terhadap 
Pendapatan Daerah 

% 14,19 

36 Kepegawaian Persentase Penempatan 

PNS dalam Jabatan 

% 90,00 

37 Pendidikan dan 
Pelatihan 

Persentase Pejabat 
Struktural ASN yang Telah 
Mengikuti Pendidikan dan 

Pelatihan Struktural 

% 73,00 

38 Penelitian dan 
Pengembangan 

Persentase Pemanfaatan 
Hasil Penelitian dan 
Pengembangan 

% 75,00 

39 Pengawasan 

(Inspektorat Daerah) 

Nilai Maturitas SPIP nilai 3,10 

40 Kewilayahan 
(Kecamatan) 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat terhadap 
Pelayanan Publik Oleh 

Kecamatan 

indeks 85,00-86,00 

41 Pemerintahan Umum 
(Kesatuan Bangsa 
dan Politik) 

Persentase Penanganan 
Konflik Berlatar Belakang 
SARA, Ideologi, Politik,  

Radikal dan Sumber Daya 
Ekonomi 

% 60,00 

Sumber : Ranperda RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2021-2026 
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Tabel 6.3 

Indikator Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Kebumen Tahun 2022 

No 
Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ 

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 
Satuan Target 

            

A     ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT     

1     Pertumbuhan Ekonomi % 4,05-5,36 

2     Ketimpangan Pendapatan (ukuran Bank 
Dunia) 

% 20,50-21,00 

3     Tingkat Kemiskinan % 16,00-17,00 

4     Indeks Pembangunan Manusia indeks 70,57 

5     Usia Harapan Hidup tahun 73,60 

6     Rata-Rata Lama Sekolah tahun 7,74 

7     Tingkat Pengangguran Terbuka % 5,58-5,51 

8     Indeks Kepuasan Masyarakat indeks 83,00 

9     Opini BPK WTP/ WDP  WTP  

            

B     ASPEK PELAYANAN UMUM     

            

X XX 01 Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

    

      Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

% 100,00 

            

1     Urusan Pemerintahan Wajib Yang 
Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 

    

            

1 01   Pendidikan     

1 01 02 Angka Partisipasi Kasar (APK) % 82,50 

            

1 02   Kesehatan     

1 02 02 Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan % 100,00 

1 02 03 Persentase Tenaga Kesehatan yang Lulus Uji 
Kompetensi 

% 100,00 

1 02 04 Persentase Produk Pangan PIRT yang 
Tersertifikasi 

% 100,00 

1 02 05 Persentase Capaian PHBS Tingkat Kabupaten % 71,43 

            

1 03   Pekerjaan umum dan penataan ruang     

1 03 02 Persentase Infrastuktur Sumber Daya Air 
Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik 

% 77,80 

1 03 03 Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaan % 10,39 

1 03 06 Persentase Saluran Drainase Dalam Kondisi 
Baik 

% 16,00 

1 03 08 Persentase Bangunan Gedung Pemerintah 
dalam Kondisi Baik 

% 87,50 

1 03 09 Persentase Bangunan dan Lingkungan yang 

Tertangani 

% 100,00 

1 03 10 Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten 

dalam Kondisi Mantap 

% 74,12 

1 03 11 Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang 
Telah Dibina dan Nilainya Baik 

% 45,00 

1 03 12 Persentase Kesesuaian Lahan dengan Pola 
Ruang RTRW 

% 91,15 

            

            

1 04   Perumahan dan Kawasan Permukiman     

1 04 02 Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi 
Rumahlayak Huni Bagi Korban Bencana 
Kabupaten/Kota 

% 100,00 

1 04 03 Persentase Penanganan Kawasan Kumuh di 

bawah 10 Ha  

% 11,09 
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No 
Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ 

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 
Satuan Target 

            

1 04 04 Persentase Rumah Layak Huni % 36,10 

1 04 05 Persentase Peningkatan Akses Air Limbah 

Aman 

% 1,65 

            

1 05   Ketentraman dan Ketertiban Umum 
Serta Perlindungan Masyarakat 

    

1 05 02 Persentase Penegakan Perda % 100,00 

1 05 03 Persentase Desa Tangguh Bencana % 100,00 

1 05 04 Persentase Kesiapsiagaan Damkar % 69,23 

            

1 06   Sosial     

1 06 02 Persentase Peningkatan Kemampuan SDM 
Kesos 

% 69,00 

1 06 03 Persentase Penanganan Warga Negara 

Migran Korban Tindak Kekerasan  

% 100,00 

1 06 04 Persentase PMKS di luar Panti Kewenangan 

Kabupaten yang Tertangani 

% 100,00 

1 06 05 Cakupan Perlindungan Jaminan Sosial % 75,75 

1 06 06 Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial 

yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada 
Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana 
Daerah Kabupaten/Kota 

% 100,00 

1 06 07 Persentase TMP Yang Dikelola % 100,00 

            

            

2     Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak 
Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 

    

            

2 07   Tenaga Kerja     

2 07 03 Persentase Tenaga Kerja yang Dilatih Bernilai 
“A” 

% 100,00 

2 07 04 Persentase Penempatan Pencari Kerja 
Terdaftar 

% 18,58 

2 07 05 Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan 

Perjanjian Bersama 

% 100,00 

            

2 08   Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

    

2 08 02 Cakupan Pengarusutamaan Gender dan 

Pemberdayaan Perempuan 

% 14,26 

2 08 03 Cakupan Perlindungan Perempuan  % 100,00 

2 08 04 Cakupan Program Peningkatan Kualitas 
Keluarga 

% 14,26 

2 08 05 Cakupan Program Pengelolaan Sistem Data 
Pilah Gender dan Anak 

% 100,00 

2 08 06 Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA) pratama/ madya 
/nindya/ utama/ 

KLA 

madya 

2 08 07 Cakupan Perlindungan Anak % 100,00 

            

2 09   Pangan     

2 09 02 Persentase Desa Yang Tertangani Kedaulatan 
dan Kemandirian Pangan 

% 18,69 

2 09 03 Persentase Diversifikasi dan Ketahanan 

Pangan 

% 43,17 

2 09 04 Persentase Desa yang Tertangani Kerawanan 

Pangannya 

% 54,96 

2 09 05 Persentase Hasil Pengawasaan dan 
Pembinaan Keamanan Pangan 

% 97,65 

            

2 10   Pertanahan     
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No 
Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ 

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 
Satuan Target 

            

2 10 04 Persentase Penanganan Sengketa Lahan % 100,00 

            

2 11   Lingkungan Hidup     

2 11 02 Persentase Ketersediaan Dokumen 

Perencanaan Lingkungan Hidup  

% 42,86 

2 11 03 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)  % 74,10 

2 11 04 Persentase Penanganan Keanekaragaman 

Hayati Daerah 

% 30,00 

2 11 05 Persentase Kegiatan Usaha yang Memiliki Ijin 

Pengelolaan LB3 

% 35,00 

2 11 06 Persentase Pengawasan Kegiatan Usaha dan 
Penanganan Ijin Lingkungan 

% 7,36 

2 11 08 Persentase Desa dan Kelurahan yang 
Memiliki Peraturan Lingkungan Hidup 

% 13,70 

2 11 09 Persentase Fasilitasi Penghargaan 
Lingkungan Hidup 

% 33,33 

2 11 10 Persentase Penanganan Pengaduan 

Masyarakat  

% 100,00 

2 11 11 Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi 

melalui 3R 

% 26,00 

            

2 12   Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

    

2 12 02 Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk % 100,00 

2 12 03 Cakupan Layanan Pencatatan Sipil % 100,00 

2 12 04 Persentase Penggunaan Data Informasi 

Administrasi Kependudukan 

% 100,00 

            

2 13   Pemberdayaan Masyarakat dan Desa     

2 13 02 Persentase Desa Tertata % 0,22 

2 13 03 Cakupan Fasilitasi Kerjasama Desa % 100,00 

2 13 04 Jumlah BUMDes yang Meningkat 
Klasifikasinya 

BUMDes 46 

2 13 05 Persentase PKK Desa/Kelurahan Tertib 

Administrasi 

% 13,04 

            

2 14   Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana 

    

2 14 02 Persentase Perangkat Daerah yang 

Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan 
Induk Pengendalian Penduduk 

% 12,00 

2 14 03 Cakupan Peserta KB Aktif % 63,50 

2 14 04 Cakupan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera % 70,38 

            

2 15   Perhubungan     

2 15 02 Indeks Infrastruktur Perhubungan % 72,11 

            

2 16   Komunikasi dan informatika     

2 16 02 Indeks PPID % 6,00 

2 16 03 Nilai Domain Layanan SPBE dalam Penilaian 
Indeks SPBE 

nilai 3,85 

            

2 17   Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah     

2 17 03 Persentase Koperasi Sehat % 33,33 

2 17 05 Persentase SDM Koperasi yang Kompeten % 0,21 

2 17 06 Persentase Advokasi kepada Koperasi % 22,19 

2 17 07 Persentase Peningkatan UKM yang 

Berkualitas 

% 10,49 

2 17 08 Persentase Usaha Kecil % 2,94 

            

2 18   Penanaman Modal     
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No 
Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ 

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 
Satuan Target 

            

2 18 02 Nilai Investasi Berskala Nasional 
(PMDN/PMA) 

miliar rupiah                397,00  

2 18 03 Jumlah Dokumen Kepeminatan Investasi 
Daerah 

dokumen 45 

2 18 04 Persentase Penyediaan Pelayanan Terpadu 
Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 
secara Elektronik 

% 100,00 

2 18 05 Persentase Kegiatan Usaha yang Sesuai 
dengan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha 

yang Berlaku  

% 27,44 

2 18 06 Persentase Pengelolaan Data dan Informasi 

Perijinan dan Non Perijinan yang Terintegrasi 

% 100,00 

            

2 19   Kepemudaan dan Olahraga     

2 19 02 Persentase Organisasi Pemuda yang  Aktif  % 3,07 

2 19 03 Persentase Prestasi Olahraga  % 50,00 

2 19 04 Cakupan Prestasi Kepramukaan % 70,00 

            

2 20   Statistik     

2 20 02 Persentase OPD yang Mengisi Website Satu 
Data Sesuai SOP 

% 100,00 

        
 

  

2 21   Persandian     

2 21 02 Persentase Desa dan Kelurahan yang 
Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam 
Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan 

% 38,98 

            

2 22   Kebudayaan     

2 22 02 Persentase Kesenian yang Dikembangkan % 28,13 

2 22 05 Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar 
Budaya yang Dilestarikan 

% 21,35 

            

2 23   Perpustakaan     

2 23 02 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat % 12,89 

2 23 03 Persentase Pelestarian Koleksi dan Naskah 

Kuno 

% 20,00 

            

2 24   Kearsipan     

2 24 02 Persentase Jumlah Pencipta Arsip yang 

Menerapkan Arsip Baku 

% 7,85 

            

            

3     Urusan Pemerintahan Pilihan     

            

3 25   Kelautan dan Perikanan     

3 25 03 Persentase Peningkatan Produksi Perikanan 
Tangkap 

% 1,25 

3 25 04 Persentase Peningkatan Nilai Produksi 
Perikanan Budidaya 

% 5,00 

3 25 05 Cakupan wilayah Perairan Umum Daratan 

(PUD) yang   Mendapatkan Pelestarian 
Sumberdaya Perikanan 

% 15,00 

3 25 06 Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha 
Perikanan 

% 12,50 

            

3 26   Pariwisata     

3 26 02 Persentase Penyediaan Sarana Prasarana 
Pariwisata 

% 86,66 

3 26 03 Persentase Peningkatan Kunjungan 
Wisatawan 

% 19,00 
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No 
Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ 

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 
Satuan Target 

            

3 26 05 Persentase pelaku ekonomi kreatif yang 
terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi 
tingkat dasar 

% 20,00 

            

3 27   Pertanian     

3 27 02 Persentase Penyediaan dan Pengembangan 
Sarana Pertanian 

% 11,20 

3 27 03 Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian 
yang Layak 

% 20,00 

3 27 04 Persentase Penurunan Kejadian dan Kasus 

Penyakit Hewan Menular 

% 2,81 

3 27 05 Persentase Pengendalian dan  

Penanggulangan Bencana Pertanian 

% 8,83 

3 27 06 Persentase Rekomendasi Izin Usaha 
Pertanian 

% 100,00 

3 27 07 Persentase skor kinerja penyuluhan pertanian % 56,00 

            

3 29   Energi dan Sumber Daya Mineral     

3 29 05 Persentase Pengelolaan Energi Baru 

Terbarukan 

% 100,00 

            

3 30   Perdagangan     

3 30 03 Nilai pendapatan retribusi pasar miliar rupiah 11,60 

3 30 04 Inflasi barang kebutuhan pokok pada Pasar  % 1,50 

3 30 05 Nilai ekspor perdagangan juta rupiah           1.900,00  

3 30 06 Persentase UTTP Yang Tertera % 53,97 

3 30 07 Cakupan Pemasaran Produk UMKM % 68,77 

            

3 31   Perindustrian     

3 31 02 Persentase pertumbuhan produksi gula 

semut  organik dan pertumbuhan produksi 
rokok bercukai KIHT 

% 4,35 

3 31 03 Persentasi Dokumen Perijinan Yang 
Terfasilitasi  

% 100,00 

3 31 04 Jumlah Dokumen Informasi Industri  dokumen 1 

            

3 31   Transmigrasi     

3 31 04 Persentase Transmigran yang Ditempatkan % 17,54 

            

            

4     Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan     

            

4 01   Sekretariat Daerah     

4 01 01 Nilai IKM Setda nilai 83,00 

4 01 02 Nilai Evaluasi Kinerja 
Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (EKPPD) 

nilai 2,61 

4 01 03 Indeks Kualitas Kebijakan Pembangunan % 87,00 

            

4 02   Sekretariat DPRD     

4 02 01 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

% 100,00 

4 02 02 Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan 
Fungsi DPRD 

% 100,00 

            

            

5     Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan     

5 01   Perencanaan     

5 01 02 Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD % 90,00 

5 01 03 Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi 

Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah 

% 100,00 
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No 
Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ 

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 
Satuan Target 

            

            

5 02   Keuangan     

5 02 02 Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan 

Daerah 

% 91,00 

5 02 03 Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah % 86,05 

5 02 04 Persentase Capaian Pendapatan Daerah % 100,00 

            

5 03   Kepegawaian     

5 03 02 Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan % 90,00 

            

            

5 04   Pendidikan dan Pelatihan     

5 04 02 Persentase ASN yang Meningkat 

Kapasitasnya 

% 70,00 

            

5 05   Penelitian dan Pengembangan     

5 05 02 Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan 

Pengembangan 

% 75,00 

            

            

6     Unsur Pengawasan Urusan 
Pemerintahan 

    

            

6 01   Inspektorat Daerah     

6 01 02 Level Kapabilitas APIP nilai 3 

6 01 03 Nilai Persepsi Korupsi nilai 3,34 

            

            

7     Unsur Kewilayahan     

            

7 01   Kecamatan     

7 01 02 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 
Pelayanan Publik Kecamatan 

% 85,00-86,00 

7 01 03 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 

Pelayanan Publik Kelurahan 

% 84,00-85,00 

7 01 05 Indeks Kondusivitas Kecamatan % 100,00 

7 01 06 Persentase Desa dengan Indeks Desa 

Membangun Kategori Maju dan Mandiri 

% 24,05 

            

            

8     Unsur Pemerintahan Umum     

            

8 01   Kesatuan Bangsa dan Politik     

8 01 02 Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan 
Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter 
Kebangsaan 

jumlah per 
100.000 

penduduk 

21,43 

8 01 03 Capaian Partisipasi Masyarakat/Penduduk 

dalam Proses Pemilihan Umum 

% 68,00 

8 01 04 Cakupan Program Pemberdayaan dan 

Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 

% 100,00 

8 01 05 Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan 
Pembinaan Wawasan Kebangsaan 

jumlah per 
100.000 

penduduk 

32,14 

8 01 06 Persentase Penanganan Konflik Berlatar 

Belakang SARA, Ideologi, Politik,  Radikal dan 
Sumber Daya Ekonomi 

% 60,00 

            

            

3     ASPEK DAYA SAING DAERAH     

1     
Persentase Peningkatan Nilai Produksi 

Pertanian 

% 2,00 
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No 
Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ 

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 
Satuan Target 

            

2     Angka Ketergantungan % 45,51 

            

Sumber : Ranperda RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2021-2026 

 
 
 

 

Tabel 6.4 

Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

No Bidang SPM/ Indikator Kinerja Target 2022 
Perangkat Daerah 

Penanggung 
Jawab 

1 Pendidikan   

1.1 Persentase anak usia 5-6 tahun yang 
telah tamat atau sedang belajar di 

satuan PAUD yang mendapatkan 
pelayanan sesuai standar 

100% Perangkat Daerah 
Pengampu Urusan 

Pendidikan 

1.2 Persentase anak usia 7-12 tahun yang  

telah tamat atau sedang belajar di 
SD/sederajat yang mendapat 
pelayanan sesuai standar  

100% Perangkat Daerah 

Pengampu Urusan 
Pendidikan 

1.3 Persentase anak usia 13-15 tahun 

yang telah tamat atau sedang belajar 
di SMP/sederajat yang mendapat 
pelayanan sesuai standar 

100% Perangkat Daerah 

Pengampu Urusan 
Pendidikan 

1.4 Persentase anak usia 7-18 tahun yang 

telah tamat atau sedang belajar di 
pendidikan kesetaraan yang 
mendapat pelayanan sesuai standar 

100% Perangkat Daerah 

Pengampu Urusan 
Pendidikan 

    

2 Kesehatan   

2.1 Persentase ibu hamil mendapatkan 
pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai 

standar  

100% Perangkat Daerah 
Pengampu Urusan 

Kesehatan 

2.2 Persentase ibu bersalin mendapatkan 
pelayanan persalinan sesuai standar 

100% Perangkat Daerah 
Pengampu Urusan 

Kesehatan 

2.3 Persentase bayi baru lahir yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan 
bayi baru lahir sesuai standar 

100% Perangkat Daerah 

Pengampu Urusan 
Kesehatan 

2.4 Cakupan pelayanan kesehatan balita 
sesuai standar 

100% Perangkat Daerah 
Pengampu Urusan 

Kesehatan 

2.5 Persentase anak usia pendidikan 
dasar yang mendapatkan pelayanan 
kesehatan sesuai standar 

100% Perangkat Daerah 
Pengampu Urusan 

Kesehatan 

2.6 Persentase orang usia 15-59 tahun 

yang mendapatkan skrining kesehatan 
sesuai standar 

100% Perangkat Daerah 

Pengampu Urusan 
Kesehatan 

2.7 Persentase warga negara usia 60 
tahun ke atas yang mendapatkan 

skrining kesehatan sesuai standar 

100% Perangkat Daerah 
Pengampu Urusan 

Kesehatan 

2.8 Persentase penderita hipertensi yang 
mendapat pelayanan kesehatan 
sesuai standar 

100% Perangkat Daerah 
Pengampu Urusan 

Kesehatan 

2.9 Persentase penderita DM yang 100% Perangkat Daerah 
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No Bidang SPM/ Indikator Kinerja Target 2022 
Perangkat Daerah 

Penanggung 

Jawab 

mendapatkan pelayanan kesehatan 
sesuai standar 

Pengampu Urusan 
Kesehatan 

2.10 Persentase ODGJ Berat yang 
mendapat pelayanan kesehatan jiwa 

sesuai standar 

100% Perangkat Daerah 
Pengampu Urusan 

Kesehatan 

2.11 Persentase orang terduga TBD yang 
mendapat pelayanan TBC sesuai 
standar 

100% Perangkat Daerah 
Pengampu Urusan 

Kesehatan 

2.12 Persentase orang dengan risiko 

terinfeksi HIV mendapatkan 
pelayanan deteksi dini HIV sesuai 
standar 

100% Perangkat Daerah 

Pengampu Urusan 
Kesehatan 

    

3 Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang 

  

3.1 Persentase rumah tangga yang 

mendapatkan akses air minum sesuai 
standar 

100% Perangkat Daerah 

Pengampu Urusan 
Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang 

3.2 Persentase rumah di wilayah 
pengembangan SPALDS dengan 
kepadatan penduduk >25 jiwa/ha 

yang lumpur tinjanya telah diolah di 
IPLT sesuai standar 

100% Perangkat Daerah 
Pengampu Urusan 
Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang 

3.3 Persentase rumah di wilayah 
pengembangan SPALD-T yang 

memiliki sambungan rumah dan air 
limbahnya diolah di IPALD sesuai 
standar 

100% Perangkat Daerah 
Pengampu Urusan 

Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang 

3.4 Persentase rumah dalam wilayah 

pengembangan SPALD-S yang 
memiliki akses unit pengolahan 

setempat sesuai standar 

100% Perangkat Daerah 

Pengampu Urusan 
Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang 

3.5 Persentase pemenuhan sarana 

pengangkutan tinja 

100% Perangkat Daerah 

Pengampu Urusan 
Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang 

3.6 Persentase pemenuhan kapasitas 

pengolahan lumpur tinja 

100% Perangkat Daerah 

Pengampu Urusan 
Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang 

    

4 Perumahan dan Kawasan 

Permukiman 

  

4.1 Persentase rumah korban bencana 
yang ditangani sesuai standar 

100% Perangkat Daerah 
Pengampu Urusan 
Perumahan dan 

Kawasan 
Permukiman 

4.2 Persentase rumah tangga terkena 
relokasi program pemerintah daerah 

yang menerima fasilitasi penggantian 
hak atas penguasaan 

tanah/bangunan, subsidi uang sewa 
dan penyediaan rumah layak huni 

100% Perangkat Daerah 
Pengampu Urusan 

Perumahan dan 
Kawasan 

Permukiman 

    

5 Ketenteraman dan Ketertiban   
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No Bidang SPM/ Indikator Kinerja Target 2022 
Perangkat Daerah 

Penanggung 

Jawab 

Umum serta Perlindungan 
Masyarakat 

5.1 Persentase warga negara terkena 
dampak gangguan Trantibum akibat 

penegakan hukum terhadap 
pelanggaran Perda dan Perkada serta 
mengalami kerugian materi dan/atau 

terkena cidera fisik yang memperoleh 
pelayanan sesuai standar 

100% Perangkat Daerah 
Pengampu Urusan 

Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 
serta Perlindungan 

Masyarakat 

5.2 Tingkat waktu tanggap (respon time) 

sejak diterimanya informasi/laporan 
kebakaran sampai tiba di lokasi dan 
siap memberikan layanan 

penyelamatan dan evakuasi   

15 menit Perangkat Daerah 

Pengampu Urusan 
Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 

serta Perlindungan 
Masyarakat 

5.3 Persentase jumlah penduduk di 
kawasan rawan bencana yang 

memperoleh informasi rawan bencana 
sesuai jenis ancaman bencana 

100% Perangkat Daerah 
Pengampu Urusan 

Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 

serta Perlindungan 
Masyarakat 

5.4 Persentase (%) jumlah aparatur yang 
menangani sub urusan bencana dan 

Warga Negara yang berada di 
kawasan bencana yang ikut pelatihan 

100% Perangkat Daerah 
Pengampu Urusan 

Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 
serta Perlindungan 

Masyarakat 

5.5 Persentase (%) jumlah Warga Negara 
yang mendapat layanan pusdalops 
penanggulangan bencana dan sarana 

prasarana penanggulangan bencana 

100% Perangkat Daerah 
Pengampu Urusan 
Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum 
serta Perlindungan 

Masyarakat 

5.6 Persentase (%) jumlah Warga Negara 

yang mendapat layanan pusdalops 
penanggulangan bencana dan sarana 

prasarana penanggulangan bencana 

100% Perangkat Daerah 

Pengampu Urusan 
Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum 
serta Perlindungan 

Masyarakat 

5.7 Persentase kecepatan respon kurang 

dari 24 jam untuk setiap status 
KLB (%) 

100% Perangkat Daerah 

Pengampu Urusan 
Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 

serta Perlindungan 
Masyarakat 

5.8 Persentase kecepatan respon kurang 
dari 24 jam untuk setiap status 

darurat bencana (%) 

100% Perangkat Daerah 
Pengampu Urusan 

Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 

serta Perlindungan 
Masyarakat 

5.9 Persentase (%) jumlah petugas yang 
aktif dalam penanganan darurat 

bencana 

100% Perangkat Daerah 
Pengampu Urusan 

Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 
serta Perlindungan 

Masyarakat 
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No Bidang SPM/ Indikator Kinerja Target 2022 
Perangkat Daerah 

Penanggung 

Jawab 

5.10 Persentase (%) jumlah korban 
berhasil dicari, ditolong dan 
dievakuasi terhadap kejadian bencana 

100% Perangkat Daerah 
Pengampu Urusan 
Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum 
serta Perlindungan 

Masyarakat 

    

6 Sosial   

6.1 Persentase penyandang disabilitas 

terlantar, anak terlantar, lanjut usia 
terlantar, dan gelandang dan 
pengemis yang terpenuhi kebutuhan 

dasarnya di luar panti sesuai standar 

100% Perangkat Daerah 

Pengampu Urusan 
Sosial 

6.2 Persentase korban bencana alam dan 
sosial yang terpenuhi kebutuhan 
dasarnya saat dan setelah tanggap 

darurat bencana daerah 
kabupaten/kota sesuai standar 

100% Perangkat Daerah 
Pengampu Urusan 

Sosial 

    
Sumber: Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018, Permenkes Nomor 4 Tahun 2019, Permen-PUPR Nomor 

29/PRT/M/2018, Permendagri Nomor 114 Tahun 2018, Permendagri Nomor 121 Tahun 2018, 
Permensos Nomor 9 Tahun 2018 
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